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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR.3 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

MUSI BANYUASIN

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN .

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksamian Pembangunan di Kabupaten_
Musi Banyuasin dan dalam menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang,
dipandang perlu adanya arahan yang jelas tentang penataan dan pemanfaatan
ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah; .

b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor6 Tahun 2002 tentang ....
Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan yang
merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin, maka Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Musi Banyuasin yang telah ada dan diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun
1994 perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan keadaan yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan b,
perlu membentuk kernbali Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

•

Mengingat 1. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat II
dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nornor 73, Tarnbahan Lernabaran Negara Nornor 1821);

2. Undang-undang Nornor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lernbaran.
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 2043);

3. Undang-undang Nornor 11 Tahun 1967 tentang f'okok-Pokok Pertarnbangan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nornor 22, Tarnbahan
Lembaran Negara Nomor 2931);

4. Undang-undang Nomor11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nornor 65, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor
3046);

5. Undang-undang Nornor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nornor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor
3186);

6. Undang-undang Nornor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nornor 22, Tambahan Lernbaran Negara Nornor
3274);

7. Undang-undang Nornor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara
Nornor 3294);

8. Undang-undang Nornor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Surnber Daya Alarn
Hayati dan Ekosisternnya (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nornor 49, Tarnbahan Lernbaran Negara Nornor 3437);

9. Undang-undang .
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9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 lenlang Kepariwisalaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3427);

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 lenlang Perumahan dan Pemukiman
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor );

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 lenlang Benda eagar Budaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3470);

12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 lenlang Lalu Unlas dan Angkulan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 lenlang Penalaan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 lenlang Pengelolaan Ungkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

15. Undang-undang Nomor 22 Tahun1999 lenlang Pemerinlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

16. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 lenlang Kehulanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3888);

17. Peraluran Pemerinlah Nomor 23 Tahun 1982 lenlang lrigasi ( Lembaran Negara
Republiklndonesia Tahun 1982 Nomor Tambahan Lemabaran Negara Nomor);

18. Peraluran Pemerinlah Nomor 25 Tahun 1985 lenlang Perlindungan Hulan;
19. Peraluran Pemerinlah Nomor 26 Tahun 1985 lenlang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3239);

20. Peraluran Pemerinlah Nomor 2 Tahun 1996 lenlang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

21. Peraluran Pemerinlah Nomor 69 Tahun 1996 lenlang Peran Serta Masyarakal
dalam Penalaan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 104);

22. Peraluran Pemerinlah Nomor 47 Tahun 1997 lenlang Rencana Tala Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

23. Peraluran Pemerinlah Nomor 68 Tahun 1998 tenlang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan peleslarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

24. Peraluran Pemerinlah Nomor 27 Tahun 1999 lenlang Analisis Mengenai Dampak
Ungkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

25. Peraluran Pemerinlah Nomor 41 Tahun 1999 lenlang Pengendalian Pencemaran
Udara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ,Tambahan
Lemabran Negara Nomor );

26. Peraluran Pemerinlah Nomor 10 Tahun 2000 lenlang Tingkal Kelelitian Pela
unluk Penalaan Ruang Wilayah;

27. Peraluran Pemerinlah Nomor 25 Tahun 2000 lenlang Kewenangan Pemerinlah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

28. Peraluran Pemerinlah .
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28. Peraluran Pemerinlah Nomor 52 Tahun 2000 lenlang Pelaksanaan Tugas

Pembanluan;
29. Peraluran Pemerinlah Nomor 16 Tahun 2001 lenlang Pengurusan Hulan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor Tambahan Lembaran
Negara Nomer );

30. Peraluran Pemerinlah Nomor 20 Tahun 2001 lenlang Pembinaan dan
Pengawasan;

31. Peraluran Pemerinlah Nomor77 Tahun 2001 lenlang lrigasi;
32. Peraluran Pemerinlah Nomor 34 Tahun 2002 lenlang Tala Hulan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hulan, Pemanfaalan Hulan, dan
Penggunaan Kawasan Hulan;

33. Peraluran Pemerinlah Nomor 35 Tahun 2002 lenlang Pengelolaan Hulan
34. Kepulusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 lenlang Pengelolaan Kawasan

Lindung;
35. Kepulusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 lenlang Pengunaan Tanah Bagi

Kawasan Induslri;
36. Kepulusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 lenlang Teknik

Penyusunan Peraluran Perundang-undangan dan Benluk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraluran Pemerinlah dan Rancangan Kepulusan Presiden
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

37. Kepulusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 lenlang Tala Cara Pengawasan
Penyelengaraan Pemerinlahan Daerah;

38. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 lenlang
Kewenangan Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin sebagaimana lelah diubah
dengan PEraluran Daerah Nomor 3 Tahun 2002 lenlang Perubahan Alas
Peraluran Daerah Nomor 17 Tahun 2000 lenlang Kewenangan Pemerinlah
Kabupalen Musi Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
Tahun 2002 Nomer 11 );

39. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 lenlang
Pemenlukan Organisasi Sekrelarial Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Daerah Nomor 6 Tahun 2002
lenlang Peruabahan Alas Peraluran Daerah Nomor 19 Tahun 2000 lenlang
Pembenlukan Organisasi Sekrelarial Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
( Lembaran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 14 );

40. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 lenlang
Pemenlukan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupalen Musi Banyuasin
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran Daerah Nomor 7 Tahuh 2002
lenlang Perubahan Alas Peraluran Daerah Nomor 21 Tahun 2000 lenlang
Pembenlukkan Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupalen Musi
Banyuasin ( Lembaran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor
15 );

41. Peraluran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 lenlang
Pembenlukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
sebagaimana lelah diubah dengan Peraluran daerah Nomor 5 Tahun 2002
lenlang Perubahan Alas Peraluran Daerah Nomor 22 Tahun 2000 lenlang
Pembenlukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
( Lembaran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 13 );

42. Peraluran Daerah Nomor 4 Tahun 2002 lenlang Penelapan Rencana Slralegis
Kabupalen Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin
Tahun 2002 Nomor 12).

. Dengan Perselujuan .
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraluran Daerah ,iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupalen Musi Banyuasin.
2. Pemerinlah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkal Daerah Olonom yang lain sebagai

Badan Eksekulif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupali Musi Banyuasin
4. Ruang adalah wadah yang melipuli ruang daralan, ruang laulan, dan ruang udara, sebagai salu

kesaluan wilayah lempal manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegialan serta
memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Tala ruang adalah wujud dari slruklur dan pola pemanfaalan ruang, baik direncanakan maupun
lidak direncanakan.

6. Penalaan ruang adalah proses perencanaan lala ruang, pemanfaalan ruang, dan pengendalian
pemanfaalan ruang.

7. Rencana lala ruang adalah hasil perencanaan slruklur dan pola pemanfaalan ruang.
8. Rencana Tala Huang Wilayah Kabupalen Musi Banyuasin yang selanjulnya disingkal RTRW

Kabupalen merupakan penjabaran dari slralegi dan arah kebijakan pemanfaalan ruang wilayah
nasional dan ruang wilayah Propinsi Sumalera Selalan ke dalam slralegi dan slruklur
pemanfaalan ruang wilayah Kabupalen Musi Banyuasin.

9. Slruklur pemanfaalan ruang adalah susunan unsur-unsur pembenluklingkungan secara hirarl<is
dan saling berhubungan salu dengan lainnya.

10. Pola pemanfaalan ruang adalah lala guna lanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam
wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaalan tanah, air, udara, dan sumber daya alam
lainnya.

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesaluan geografis beserta segenap unsur lerkail
padanya yang balas dan sislemnya dilenlukan berdasarkan aspek adminislralif dan alau aspek
fungsional.

12. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi ulama Iindung alau budidaya.
13. Kawasan Undung adalah kawasan yang dilelapkan dengan fungsi ulama melindungi keleslarian

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya bualan.
14. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dilelapkan dengan fungsi ulama unluk dibudidayakan

alas dasar kondisi dan polensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya
bualan.

15. Kawasan Priorilas adalah kawasan yang berdasarkan siluasi, kondisi, dan polensinya pertu
penanganan khusus.

16. Kawasan Hulan adalah wilayah lertenlu yang dilunjuk dan alau dilelapkan oleh pemerinlah unluk
dipertahankan keberadaannya sebagai hulan lelap.

17. Kawasan Hulan Konservasi adalah kawasan hulan dengan Gin khas lertenlu, yang mempunyai
fungsi pokok pengawelan keanekaragaman lumbuhan dan satwa serta ekosislemnya.

18. Kawasan .
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18. Kawasan Hulan Undung adalah ,kawasanhulan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung

sislem penyangga kehidupan unluk mengalur lala air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah inlrusi air laul dan memelihara kesuburan lanah,

19, Kawasan resapan air adalah daerahyang mempunyai kemampuan linggi unluk meresapkan air
hujan sehingga merupakan lempal pengisian air bumi ( Aquifer) yang berguna sebagai sumber
air.

20. Kawasan sekilar danau I waduk adalah kawasan lertenlu di sekelilirig danau I waduk yang
mempunyai manfaal penling unluk mempertahankan keleslarian fungsi danau I waduk, '

21, Kawasan sekilar mala air adalah kawasan di sekeliling mala air yang mempunyai manfaalpenling
unluk mempertahankan keleslarian fungsi mala air.

22. Kawasan Hulan Produksiadalah kawasan hulan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi
hasil hulan.

23. Daerah Aliran Sungai yang selanjulnya disingkal DAS adalah sualu daerah lertenlu yang benluk
dan sifal alamnya merupakan salu kesaluan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang
berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya,

24. Sempadan sungai adalah ,kawasan sepanjang kin kanan sungai lermasuk sungai bualan dan
kanall irigasi primer yang mempunyai manfaal penling unluk mempertahankan keleslarian fungsi
sungai.

25, Pusal Kegialan Wilayah yang selanjulnya disingkal PKW adalah pusal kegialan yang mempunyai
polensi sebagai pusal jasa, pusal pengolahan, dan simpul lransportasi yang melayani beberapa
kabupalen,

26, Pusal Kegialan Lokal yang selanjulnya disingkal PKL adalah pusal kegialan yang mempunyai
polensi sebagai pusal jasa, pusal pengolahan, dan simpul lransportasi yang mempunyai
pelayanan salu kabupalen alau beberapa kecamalan,

27. Masyarakal adalah orang perorangan, kelompok orang lermasuk masyarakal hukum ada!, alau
badan hukum,

28. Peran serta masyarakal adalah berbagai kegialan masyarakal, yang limbul alas kehendak dan
prakarsa masyarakal, unluk benninal dan bergerak dalam penyelengaraan penalaan ruang.

29, Kecamalan adalah pemerinlah lingkal kecamalan yang berada di wilayah Kabupalen Musi
Banyuasin.

30. Kawasan perkolaan adalah kawasan yang mempunyai kegialan ulama bukan pertanian dengan
susunan fungsi kawasan sebagai lempal permukiman perkolaan, pennusalan dan dislribusi
pelayanan jasa pemerinlahan, pelayanan sosial, dan kegialan ekonomi.

31. Kawasan perdesaanadalah kawasan yang mempunyai kegialan ulama pertanian lermasuk
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai lempal pennukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerinlahan, pelayanan sosial, dan kegialan ekonomi.

32. Kawasan lertenlu adalah kawasan yang dilelapkan secara nasional mempunyai nilai slralegis
yang penalaan ruangnya dipriorilaskan.

BABII
AlAS, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Azas

Pasal2

Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen didasarkan alas Azas:

a, Demokralisasi ruang
b. Keseuaian pemanfaalan ruang
c, Keleslarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
d, Sinergi wilayah
e. Pembangunan berkelanjulan (Sustainable development)

Bagian Kedua"".""
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Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal3

Visi Kabupalen Musi Banyuasin adalah lerwujudnya masyarakal sejahlera di Bumi Serasan Sekale
dilandasi oleh pemerinlah yang adil, jujur dan bertanggungjawab.

Pasal4

Unluk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, maka pembangunan akan dilujukan
unluk melaksanakan 8 (delapan) misi pembangunan, yailu :
a. Meningkalkan kualilas Sumber Daya Manusia, masyarakal dan aparalur dengan lujuan,

membangun dan mengembangkan pendidikan akademik, profesionalisme ! keahlian dan
professional! kelerampilan serta penelilian dan pengembangan leknologi;

b. Meningkalkan fasililas prasarana dan sarana Kabupalen Musi Banyuasin, dengan lujuan :
Meningkalkan dan memelihara fasililas prasarana dan sarana yang menunjang pembangunan
ekonomi daerah serta mendukung pembangunan infraslnuklurnasional;

c. Meningkalkan pertumbuhanekonomi dan pemeralaan, dengan lujuan : Meningkalkan
pertumbuhanekonomi dengan induslri dan pemberdayaanekonomi rakyal;

d. Meningkalkan kualilas hidup rnasyarakal, dengan lujuan : Meningkalkan dan mendukung
pembangunan fasililas dan poranli pelayanan kesehalan dan kesejahleraan sosial;

e. Meningkalkan molivasi ! elos ke~a aparalur, dengan lujuan : Meningkalkan molivasi ! elos ke~a
aparalur pemerinlah demi lerwujudnya clean and good governance.

f. Menegakkan supremasi hukum, demokrasi, budaya yang berkepribadian, dengan lujuan :
Menegakkan pembangunan hukum, demokrasi danbudaya yang berkepribadian;

g. Meningkalkan kualilas pelayanan kepada masyarakal, dengan lujuan : Meningkalkan kualilas
pelayanan kepada masyarakal melalui pemberdayaanmasyarakal;

h. Meningkalkan efeklifitas dan efisiensi pengawasan dilingkungan pemerinlah Kabupalen Musi
Banyuasin, dengan lujuan lerciplanya aparalur pemerinlah yang bersih.

Bagian Keliga
Tujuan

Pasal5

Tujuan Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen adalah :
(1) Agar Pemerinlah Kabupalen Musi Banyuasin mempunyai rencana pembangunan wilayah jangka

panjang yang berfungsi sebagai wadah kelerpaduan bagi kepenlingan dan aspirasi Pemerinlah
Pusat, Pemerinlah Daerah (Provinsi), swasla dan masyarakat.

(2) Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen berisikan rencana seclor dan daerah yang lerdapal
alau yang akan dialokasikan di wilayah perencanaan, dan mampu menjawab masalah luntutan
pembangunan serta numusanmaupun kebijaksanaan yang dibuluhkan pada masa mendalang ;

(3) Rencana Tala Ruang Wilayah bertujuan unluk meningkalkan fungsi dan peranan Kabupalen Musi
Banyuasin dalam perimbangan wilayah yang lebih luas, dalam hal ini wilayah Kabupalen Musi
Banyuasin dilujukan agar mampu menjadi sualu syslem pengembangan wilayah, baik dalarn
skala nasional rnaupun regional.

(4) Mewujudkan pemanfaalan ruang serasi dan seimbang sesuai dengan kebuluhan dan kemampuan
daya dukung pertumbuhan dan perkembangan Kabupalen Musi Banyuasin, lanpa mengabaikan
aspek kehidupan Iingkungan;

Bagian Keempat... ....
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Bagian Keempat

Sasaran

Pasal6

Sasaran Hencana Tata Ruang Wialayah Kabupaten adalah :
(1) Menciptakan pola tata ruang yang serasi dan optimal, serta penyebaran fasilitas dan ulililas

secara tepat dan merata, sesuai peningkatan kualitas lingkungan dengan norma-norma yang
berlaku;

(2) Memuat informasi dan data analisis pengkajian potensi dan masalah, rumusan kebijaksanaan
dasar perencanaan, penjabaran dalam rencana struktur dan rumusan pelaksanaan pembangunan
yang diwujudkan dalam bentuk uraian rencana tata ruang dan dalam peta rencana.

(3) Sebagai upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Musi
Banyuasin yang lebih tegas ;

(4) Memberikan rumusan prioritas pengembangan pembangunan, pengembangan administrasi dan
keuangan kabupaten.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal?

Fungsi Hencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah :
(1) Sebagai arahan bagi pemerintah Kabupaten untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-

program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
(2) Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan;
(3) Sebagai perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan

ruang;
(4) Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan

di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin serta keserasian pembangunan antar sektor.

BAB III
WILA YAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

PasalS

(1) Wilayah Perencanaan meliputiseluruh wilayah administrasi Kabupaten Musi Banyuasin seluas
1.426.596 Ha.

(2) Batas-batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebelah utara berbatasan dengan
Propinsi Jambi, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan
berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten
Musi Rawas dan Propinsi Jambi. .

Pasal9

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah Sepuluh Tahun dan berlaku sampai
dengan tahun 2013.

BAB IV , .
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BABIV

KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Kebijakan Slruklur Pemanfaalan Ruang

Paragraf 1
Arahan Pengembangan Sislem Kola-Kola

Pasal10

Arahan pengembangan sislem kola-kola di Kabupalen Mus! Banyuasin sampai dengan lahun 2013
adalah:
a. Pengembangan Kola Sekayu, Sungai Lilin, dan Bayung Lencir sebagai pusal wilayah

pengembangan;

b. Pengembangan Kola-kola kecamalan sebagai pusal pelayanan desa-desa di wilayah masing-
masing kecamalan dan pendukung pusal wilayah pengembangan;

Paragraf 2
Arahan Pengembangan Prasarana Wilayah

Pasal11

Arahan Pengembangan prasarana wilayah lerdiri dan pengembangan prasarana transportasi, sumber
air dan air bersih, pengendalian banjir dan drainase, irigasi, air limbah, persampahan, energi dan
lelekomunikasi.

Pasal12

Arahan pengembangan prasarana !ransportasi daral lerdin dari pengembangan jaringan jalan,
lerminal anlar kola, dan angkulan sungai, yailu:
a. Mempertahankan dan lerpeliharanya fungsi I sislem jaringan jalan arteri primer yang

menghubungkan Palembang - Jambi melalui Sungai Lilin dan Bayung Lencir;
b. Terbenluknya fungsi I sislem jaringan jalan koleklor primer yang menghubungkan Bayung Lencir

- Keluang - Sekayu - Sungai Keruh menerus ke Kabupalen Muara Enim,kemudian ruas jalan
yang menghubungkan Sungai Lilin - Keluang - Sekayu - Sungai Keruh - menerus ke Kabupalen
Muara Enim dan ruas jalan Sekayu - Sabal Toman menerus ke Kabupalen Musi Rawas yang
akan meningkal daya hubung dan mengembangkan wilayah-wilayah yang dilaluinya;

c. Terbenluknya lerminal lipe A di Kecamalan Sungai Lilin dan lerminal lipe C di pusal-pusal kola
.kecamalan;

d. Terbenluknya sislem jaringan jalan lokal primer sebagai penghubung anlar pusal kecamalan di
wilayah Kabupalen;

Pasal13

Arahan pengembangan prasarana sumber air dan air bersih diarahkan unluk mencapai lujuan :
a. Berkurangnya pemakaian air lanah dan lerpeliharanya sumber daya air lanah dan air permukaan

sebagai air baku;
b. Terlaksananya dislribusi air bersih unluk seluruh lapisan masyarakal;
c. Terlaksananya konservasi air bawah lanah unluk pengendalian penurunan muka lanah, penurunan

muka air lanah, dan kerusakan slruklur lanah.

PasaI14 .
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Pasal14

Arahan pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase unluk :
a. Menciplakan lingkungan yang bebas banjir dan genangan air;
b. Menala daerah aliran alau koridor sungai sebagai bagian penling dari unsur kola dengan

menjadikannya sebagai orientasi kawasan;
c. Mengoplimalkan dan memadukan lungsi jaringan saluran primer, sekunder, lokal dan lokasi

penampungan air dalam pengelolaan sistem kawasan.

Pasal15

Arahan pengembangan prasarana irigasi untuk :
a. Menunjang penyediaan air bagi lahan pertanian yang lersebar di Kabupalen Musi Banyuasin;
b. Mengintensifkan kegiatan dan hasil pertanian pada lokasi pertanian.

Pasal16

Arahan pengembangan prasarana air Iimbah diarahkan unluk meminimalkan tingkat pencemaran
pada badan air dan lanah, serta meningkatkan sanilasi kola melalui pengaturan lungsi drainase.

Pasal17

Arahan pengembangan prasarana persampahan diarahkan unluk
a. Meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan

teknologi yang berwawasan lingkungan hidup.
b. Meningkatkan tingkat pelayanan persampahan.
c. Pengelolaan prasarana sampah dilakukan dengan leknologi tepal guna unluk meningkatkan

efisiensi dan mengoplimalkan pemanlaalan prasarana sampah.

Pasal 18

Arahan pengembangan prasarana energi terdiri dari energi listrik, yailu:
a. Peningkatan pasokan daya di wilayah Kabupalen untuk melayani kegiatan domestik dan induslri.
b. Pengembangan instaiasi, transrnisi dan distribusilistrik;
c. Pengembangan energi allernalile dalam rangka meningkalkan pasokan daya.

Pasal 19

Arahan pengembangan telekomunikasi terdiri dari pengembangan satuan sambungan telepon,
gelombang radio dan jaringan inlonmasi, yailu pengembangan lelekomunikasi perdesaan serta
pembangunan sislem jaringan lelekomunikasi di seluruh ibukola kecamalan dan desa di wilayah
Kabupalen.

Paragral3
Arahan Pengembangan Kawasan Priorilas

Pasal20

Arahan pengembangan Kawasan Priorilas di wilayah Kabupalen terdiri dari :
1. Kawasan Priorilas !umbuh cepal meliputi; pusat kola Sekayu, sepanjangkoridor Belung - Sungai

Lilin - Bayung Lencir, dan pusal kola Sungai Lilin.
2. Kawasan Prioritas krilis Iingkungan lerdapal di sepanjang Sungai Musi dan Sungai Lain yang

melalui penmukimanpenduduk, dan sekilar kawasan hulan Iindung dan Suaka Alam.

3. Kawasan Perbatasan .



•

10
3. Kawasan Perbalasan lerdiri dari; kawasan perbalasan dengan Kabupalen Banyuasin (perbalasan

Keeamalan Lais dengan Keeamalan Belung) dan kawasan perbalasan dengan Kabupalen Muara
Enim (KeeamalanSungaikeruh).

4. Kawasan Tertinggal melipuli; bagian baral Keeamalan Balanghari Leko dan bagian limur
Keeamalan Bayung Lencir.

Pasal21

Pengaluran mengenai Penalaan Ruang Kawasan Priorilas perlu dilindaklanjuli dengan penyusunan
ReneanaTala Ruang Kawasan Priorilas dalam skala yang lebih delail dan rinci.

Bagian Kedua
Kebijakan Pola Pemanfaalan Ruang

Paragraf 1
Arahan Pemanfaalan Kawasan Lindung

Pasal22

Arahan pengelolaan kawasan lindung adalah:
a. Pemanlapan balas dan slalus kawasan Iindung sehingga keberadaanya lebih jelas, baik seeara

fisik maupunhukum.
b. Pemanfaalan kawasan lindung dapal dilakukan sejauh lidak mengurangi fungsi lindungnya.
e. Peningkalan peran serta masyarakal selempal dalampemeliharaan kawasan lindung.
d. Pengelolaan kawasan lindung yang linlas wilayah kabupalen, baik dari segi fisik maupun

fungsional di bawah koordinasi Pemerinlah Propinsi.
e. Peningkalan ke~asama anlar keeamalan menjadi salah salu pendekalan ulama dalam

pengelolaan kawasan Iindungyang linlas wilayah adminislrasi keeamalan.

Pasal23

Luas kawasan lindung di wilayah Kabupalen diarahkan seeara proporsional lerhadap luas wilayah
Kabupalen dan dilelapkan berdasarkanslalus lahan dan fungsi lahan.

Pasal24

Berdasarkan slalusnya, kawasan Iindung di wilayah Kabupalen adillah Kawasan Hulan yang
berfungsi lindung lerdiri dari Kawasan Hulan Lindung dan Hulan Suaka Alam.

Pasal25

Berdasarkan fungsinya, kawasanlindung di wilayah Kabupalen melipuli:
a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, lerdiri alas kawasan hulan

lindung dankawasan resapan air;
b. Kawasan perlindungan selempal, lerdiri alas sempadan sungai, kawasan sekilar waduk, silu,

mala air dan kawasan lerbuka hijau;
e. Kawasansuaka alam berupa kawasan eagar alam;
d. Kawasan peleslarian alam lerdiri alas laman wisala alam dan kawasan eagar budaya;
e. Kawasan rawan beneanaalam lerdiri alas kawasan rawan banjirdan kawasangerakan lanah.

Pasal26

(1) Perlindungan pada kawasan hulan Iindungdilakukan unluk meneegah le~adinya erosi, beneana
banjir, sedimenlasi dan menjaga fungsi hidroorologis lanah unluk menjamin kelersediaan unsur
hara, air lanah dan air permukaan

(2) Kawasan Lindung .
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(3) Kawasan lindung di wilayah Kabupaten adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan seluas 19.229 Ha.
b. Kawasan Hulan Suaka Alam (HSA) yang ditelapkan seluas 49.058 Ha.
c. Kawasan Hulan Produksi Tetap yang ditelapkan seluas 292.018 Ha.
d. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ditelapkan seluas 80.001 Ha.

Pasal27

(1) Perlindungan kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi
peresapan air hujan pada daerah lertentu, untuk keperluan penyediaan air tanah dan
pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkulan.

(2) Lokasi kawasan resapan air lersebar di wilayah Kabupaten.

Pasal28

(1) Perlindungan sempadan sungai dilakukan untuk mengamankan aliran sungai serta menjaga
lungsi dan kondisi sungai dari kegiatan budidaya yang dapal mengganggu dan merusak fungsi
dan kondisi sungai.

(2) Kriteria sempadan sungaiadalah:
a. Sekurang-kurangnya5 meter di sebelah luar sepanjang kaki langgul di luar kawasan

perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki langgul di dalam kawasan perkotaan;
b. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai

kecil yang lidak bertanggul di luar kawasan perkolaan;
c. Sekurang-kurangnya 10 meter dari lepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman

lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
d. Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman

lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
e. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan berfungsi jalur hijau untuk sungai yang

terpengaruh pasang surut air laut;

(3) Pengaluran sempadan sungai diletapkan sebagai berikut :
- Sungai Musi dengan sempadan 100 meter di kanan kiri sungai, kecuali pada kawasan

permukiman ditetapkan sempadan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar kaki tanggul
di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam
kawasan perkotaan.
Sungai Lalan dengan sempadan 100 meter di kanan kiri sungai, kecuali pada kawasan
permukiman ditetapkan sempadan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar kaki langgul
di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam
kawasan perkotaan.
Sungai-sungai lainnya dengan ketentuan seperti pada ayat (2) pasal ini.

Pasal29

(1) Perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan
budidaya yang dapat merusak kelestarian mata air serta kondisi fisik kawasan sekilamya baik dari
segi kualitas maupun kuantitasnya.

(2) Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter
sekilar mata air.

(3) Kawasan sekitar mata air, tersebar di wilayah Kabupalen.

PasaI30 .



12
Pasal3D

(1) Perlindungan kawasan rawan banjir dilakukim unluk melindungi manusia dan kegialannya dari
bencana banjir.

(2) Krileria kawasan rawan banjir adalah:
a. Kawasan pada lokasi lertentu yang karena morfologinya sering lergenang baik disebabkan

curah dan inlensilas hujan linggi maupun luapan air sungai sekilamya;
b. Kawasan yang menjadi daerah genangan.

(3) Kawasan rawan banjir lerdapal sekilar sungai-sungai di wilayah Kabupalen dan kawasan yang
lerpengaruh pasang air sungai.

Pasal31

(1) Perlindungan kawasan rawan gerakan lanah dilakukan unluk mengalur kegialan manusia pada
kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

(2) Krileria kawasan rawan gerakan lanah adalah daerah dengan kerenlanan tinggi unluk terkena
gerakan tanah, lerulama jika kegialan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan
ini.

(3) Lokasi kawasan rawan gerakan lanah antara lain di Kecamatan Bayung Lencir dan Sungai Lilin.

Pasal32

(1) Oi dalam kawasan hulan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana gerakan
lanah, lidak diperbolehkan melakukan kegialan budidaya apapun.

(2) Oi dalam kawasan Iindung selain lersebul pada Ayal (1) pasalini dapal dilakukan kegialan
budidaya yang lidak menggangu fungsi lindung dan lidak mengubah benlang alam, kondisi
pengunaan lahan serta ekosislem alami yang ada.

(3) Kegialan budidaya yang sudah ada di kawasan Iindungdan mempunyai dampak penting lerhadap
lingkungan hidup disesuaikan dengan peraluran perundang-undangan.

(4) Apabila menurul kajian Iingkungan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada Ayal (3) pasal
ini menganggu fungsi lindung, maka fungsi sebagai kawasan Iindung dikembalikan secara
bertahap.

Pasal33

Apabila pada kawasan Iindung lerdapal indikasi adanya endapan mineral, kandungan air lanah alau
kekayaan lainnya yang bila diusahakan dinilai amal berharga bagi Pemerinlah Kabupalen, maka
kegialan budidaya di kawasan lindung lersebut harus sesuai dengan peraluran perundang-undangan
yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan Iingkungan.

Paragraf Kedua
Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal34

Kawasan budidaya di wilayah Kabupalen lerdiri dari:
(1) Kawasan budidaya pertanian, anlara lain:

a. Kawasan budidaya pertanian lahan basah,
b. Kawasan budidaya pertanian lahan kering,
c. Kawasan pelemakan,
d. Kawasan perikanan,
e. Kawasan perkebunan,
f. Kawasan budidaya hulan.

(2) Kawasan .
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(2) Kawasan budidaya non perlanian, anlara lain:

a. Kawasan permukiman,
b. Kawasan perlambangah,
c. Kawasanperunlukan induslri,
d. Kawasan pariwisala.

Pasal35

Pengembangan kawasan budidaya perlanian dilakukan berdasarkankesesuaian lahan dan kondisi
penggunaan lahan serla dengan memperhalikan keleslarian lingkungan unluk mewujudkan
pembangunan yang berkelanjulan.

Pasal36

(1) Pengembangan kawasan perlanian lahanbasah dilakukan unluk:
a. Mencapai swasembada pangan;
b. Meningkalkan produklifitas dan mendayagunakan inveslasi yang lelah ada;
c. Meningkalkan perlumbuhan ekonomi di sekilamya;
d. Meningkalkan kesempalan ke~a dan pendapalan masyarakal;
e. Meningkalkan pendapalan daerah dan nasional.

(3) Krileria kawasan perlanian lahan basah, adalah:
a. Kawasan yang secara leknis fisik dapal digunakan unluk perlanian lahan basah;
b. Kawasan yang saal ini merupakan areal persawahan;
c. Kawasan yang dapal diupayakan menjadi kawasan perlanian lahan basah dalam salu

hamparan unluk mengefisienkan pengembangan prasarana irigasi.
(4) Kawasan budidaya perlanian lahan basah lersebar di seluruh wilayah Kabupalen dengan luas

24.256,89 Ha.

Pasal37

(1) Pengelolaan kawasan perlanian lahan kering dilakukan unluk memanfaalkan polensi lahan
lersebul guna meningkalkan produksi pangan, dengan lelap memperhalikan keleslarian
Iingkungan unluk mewujudkan pembangunan yang berkelanjulan.

(2) Krileria penelapan kawasanperlanian lahan kering adalah:
a. Kawasan yang secara leknis dapal digunakan unluk perlanian lahan kering;
b. Kawasan yang dapal meningkalkan produklivilasapabila lahan lersebul dikonversi menjadi

perlanianlahan kering;
c. Kawasan yang dapal diupayakan menjadi kawasan perlanian lahan kering dalam salu

hamparan.
(3) Kawasan perlanian lahan kering lersebar di seluruh wilayah kecamalan.

Pasal38

(1) Pengelolaankawasan pelemakan dilakukan unluk memanfaalkan polensi lahan yang sesuai guna
meningkalkan produksi lemak dengan lelap memperlahankan keleslarian Iingkungan unluk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjulan.

(2) Pengembangan kawasan pelemakan dilakukan unluk :
a. Meningkalkan gizi masyarakal;
b. Meningkalkan produklifitas dan mendayagunakan inveslasi yang lelah ada;
c. Meningkalkan perlumbuhan ekonomi di sekilamya;
d. Meningkalkan kesempalan ke~adan pendapalan masyarakat;
e. Meningkalkan pendapalan daerah dan nasional.

(3) Krileria .
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(3) Krileria penelapan kawasan pelemakan adalah:

a. Kawasan yang secara leknis dapal digunakan unluk kegialan pelemakan dan lidak
mengganggu komodilas lain;

b. Kawasan yang dapal mendukungpeningkalan produklivilas pelemakan;
c. Kawasan yang dapal diupayakan menjadi kawasan pelemakan dalam salu hamparan dengan

lelap memperhalikan persyaralan leknis yang dilelapkan.
(4) Kawasan pelernakan lersebar di wilayah Kabupalen.

Pasal39

(1) Pengembangan kawasan perikanandiwilayah Kabupalen dilakukan unluk memberikan manfaal:
a. Meningkalkan gizi masyarakal;
b. Meningkalkan produklifilas dan mendayagunakan inveslasi yang lelah ada;
c. Meningkalkan pertumbuhan ekonomi di sekilamya;
d. Meningkalkan kesempalan kelja dan pendapalan masyarakal;
e. Meningkalkan pendapalan daerah dan nasional.

(2) Krileria penelapan kawasan perikanan adalah:
a. Kawasan yang secara leknis dapal digunakan unluk kegialan perikanan serta lidak

mengganggu keleslarianlingkungan.
b. Terdapal peningkalan produklivilas lahandari penggunaan lahan sebelumnya.
c. Kawasan yang dapal diupayakan menjadi kawasan perikanan dalam salu hamparan dengan

lelap memperhalikan persyaralan leknis yang dilelapkan.
(3) Kawasan perikanan skala besar lerdapal di Kecamalan Bayung Lencir, sedangkan kegialan

perikanan masyarakal dapal bersalu dengan kawasan pertanian yang lokasinya menyebar di
seluruh wilayah Kabupalen.

Pasal40

(1) Pengelolaan kawasan perkebunan dilakukan unluk memanfaalkan palensi lahan yang sesuai
dengan kegialan perkebunan, unluk meningkalkan produksi perkebunan serta menjaga kawasan
lindung dengan lelap memperhalikan keleslarian Iingkungan unluk mewujudkan pembangunan
yang berkelanjulan.

(2) Krileria penelapan kawasan perkebunan melipuli:
a. Kawasan yang secara leknis dapal digunakan unlukkegialan perkebunan.
b. Terdapal peningkalan produklivilas lahan apabila penggunaan lahan eksisling dikonversi

menjadi lahan perkebunan.
c. Dapal menjadi penyangga kawasan Iindung.
d. Kawasan yang dapal diupayakan menjadi kawasan perkebunan dalam salu hamparan

dengan lelap memperhalikan persyaralan leknis yang dilelapkan.
(3) Kawasan perkebunan lennasuk pertanian lahan kering, hortikullura, dan kawasan pelernakan

dilelapkan seluas 868.386,39 Ha yang lersebar di wilayah Kabupalen.

Pasal41

(1) Pengelolaan kawasan budidaya hulan dilakukan unluk memanfaalkan ruang beserta sumber daya
hulan unluk menghasilkan produk hasil hulan dalam mendukung kegialan induslri dengan lelap
memperhatikan keleslarian lingkungan.

(2) Kawasan budidaya hulan mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hulan dan berfungsi
penyangga hulan lindung unluk memelihara ekosislem hulan.

(3) Krileria penelapan kawasan budidaya hulan melipuli:
a. Kawasan yang secara leknis sesuai dikembangkan unluk kawasan budidaya hulan.
b. Terdapal peningkalan produklivilas lahan apabila penggunaan lahan eksisling dikonversi

menjadi kawasan budidaya hulan.
c. Kawasan yang dapal diupayakan menjadi kawasan budidaya hutan dalam salu hamparan

dengan lelap memperhalikan persyaralan leknis yang dilelapkan.
(4) Kawasan .



15
(4) Kawasan hulan produksi di wilayah Kabupalen adalah sebagai berikul:

- Hulan Produksi dilelapkan seluas 278.241 Ha lerdapal di Kecamalan Balanghari Leko, dan
Kecamalan Bayung Lencir; dan

- Hulan Produksi Terbalas dilelapkan seluas 87.281 Ha lerdapal di Kecamalan Balanghari
Leko dan Kecamalan Bayung Lencir.

Pasal42

(1) Arahan pengembangan kawasan penmukimanmelipuli:
a. Kawasan penmukiman perkolaan yang melipuli kawasan perkolaan di pusal wilayah

pengembangan dan ibukola kecamalan;
b. Kawasan penmukimanperdesaan mencakup perkampungan yang lelah ada yang berada di

luar kawasan Iindungdan arahan bagi perluasannya;
c. Oilakukan pengembangan kawasan perumahan dan penmukiman yang lerinlegrasi dengan

pengembangan prasarana wilayah.
(2) Krileria penelapan kawasan perumahan dan penmukimanadalah:

a. Tidak lerlelak pada daerah rawan bencana;
b. Oi luar kawasan berfungsi Iindung dan sawah beririgasi;
c. Tersedia kecukupan air lanah alau dapal dikembangkan jaringan air bersih;
d. Oapal dijangkau alau lersedia prasarana energi lislrik;
e. Kemudahanpenyediaan sarana dan prasarana lingkungan penmukiman;
f. Membenluk salu hamparan kawasan perumahan dan penmukiman.

(3) Pengembangan penmukimansecara berlahap diarahkan unluk mencapai 1 (salu) unil rumah yang
layak unluk liap keluarga.

(4) Seliap kawasan penmukimansecara berlahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang sejenis
dan jumlahnya disesuaikan dengan kebuluhan masyarakal selempal berdasarkan slandar fasililas
umum/fasililas social.

(5) Fasililas umum/fasilitas social sebagaimana dimaksud pada ayal (4) melipuli :
a. Fasililas Pendidikan;
b. Fasililas Kesehalan;
c. Fasililas Peribdalan;
d. Fasililas Olah RagaiKesenian/Rekreasi;
e. Fasililas Pelayanan Pemerinlah;
f. Fasililas Perbelanjaan/Niaga;
g. Fasililas Transporlasi.

(6) Bangunan campuran pada kawasan penmukimanlerdiri dari campuran anlara perumahan dengan
jasa, perdagangan, .induslrikecil danalau induslri rumah langga secara lerbalas beserla
fasililasnya.

Pasal43

(1) Pengembangan kawasan perlambangan hanya dimungkinkan di luar kawasan lindung,
perumahan penmukiman perkolaan, kecuali didapalkan bahan lambang yang memiliki nilai
slralegis dan mendapal perselujuan pemerinlahan daerah.

(2) Krileria pengelolaan kawasan perlambangan adalah:
a. Mengacu pada hasil penelilian unluk mengelahui polensi bahan lambang;
b. Oisyaralkan memiliki kajian lingkungan;
c. Memperbaiki dan memelihara infraslruklur sekilar lokasi penambangan;
d. Melibalkan peran serla masyarakal;
e. Mengeliminasi le~adinya dampak kerusakan Iingkungan dan memelihara daya dukung

Iingkungan;
f. Melaksanakan reklamasi lahan bekas penambangan.

(3) Kawasan perlambangan lersebar di wilayah Kabupalen.

PasaI44 .



16
Pasal44

(1) Pengembangan kawasan peruntukan industri diarahkan untuk memanfaatkan akses jalan arteri
primer, sedangkan pengembangan zona industri diarahkan untuk mengembangkan potensi yang
ada pada lokasi yang ditetapkan sebagai zona industri.

(2) Pembangunan sentra-sentra industri diarahkan pada setiap pusat keeamatan yang memiliki
potensi industri rumah tangga, industri kerajinan dan industri pertanian untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat dan memberikan kesempatan berusaha bagi golongan usaha industri
keeil.

(3) Kriteria kegiatan industri direneanakan dan diusahakan sebagai berikul:
a. Bagi zona dan kawasan industri disyaralkan harus menyediakan Instalasi Pengolah Air Umbah

(lPAL);
b. Kawasan industri harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan

operasionalnya,sedangkan zonainduslri dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah
tersedia;

e. Peningkatanstatus zona industrimenjadi kawasan industri dimungkinkanuntuk zona industri yang
mempunyai luas minimal 10ha.

(4) Alokasi ruang untuk kawasan peruntukanindustri sebagai berikut :
a. Kawasan industri di Keeamatan Sungai Ulin;
b. Zona industri di wilayah Kabupaten;
e. Sentra industri keeil tersebar di pusat-pusat keeamatan.

Pasal45

(1) Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan untuk mengembangkan kawasan yang memiliki
objek wisata potensial, yaitu wisataalam, wisata olah raga dan wisata budaya baik untuk
wisatawan maneanegara maupun toka!.

(2) Kriteria penetapan kawasan pariwisata adalah:
a. Lokasi tapak wisata yang telah teridentifikasi dan berpotensi dikembangkan,
b. Obyek wisala yang sudah dikenal baik domeslik maupun manea negara,

(3) Kawasan Pariwisala tersebar di wilayah Kabupaten.

BAB V
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama
Pedoman Pengendalian

Pasal46

(1) Pedoman pengendalian pemanfaalan ruang didasarkan alas arahan-arahan sebagaimana
dimaksud pada reneana slruktur lala ruang dan pemanfaatan ruang di lingkal propinsi dan
kolamadya.

(2) Pengendalian pemanfaatanruang sebagaimana dimaksud pada ayal 1 di kawasan lindung
kawasan budidaya, sislem prasarana wilayah, kawasan priorilas dilaksanakan melalui kegialan
pengawasan, penertiban dan perizinan lerhadap pemanfaatan ruang, lermasuk lerhadap
pemanfaalan air permukaan, air bawah lanah, udara serta pemanfaalan ruang bawah lanah.

Bagian Kedua .
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Bagian kedua

Pengawasan Pemanfaalan Ruang

Pasal47

Kegialan pengawasan pemanfaalan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayal (2) lerdiri alas:

a. Pemanlauan, adalah usaha alau perbualan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan
cermal perubahan kualilas lala ruang dan Iingkungan yang lidak sesuai dengan rencana lala
ruang;

b. Pelaporan adalah kegialan memberi informasi secara objeklif mengenai pemanfaalan ruang baik
yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana lala,ruang;

c. Evaluasi adalah usaha unluk menilai kemajuan kegialan pemanfaalan ruang dalam mencapai
lujuan rencana lala ruang.

Bagian Ketiga
Penerliban Pemanfaalan Ruang

Pasal48

Kegialan penerliban lerhadap pemanfaalan ruang yang lidak sesuai dengan rencana lala ruang
dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Keempal
Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

Pasal49

Seliap pemanfaalan ruang harus mendapalizin sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang
berlaku.

BABVI.
HAK, KEWAJIBAN DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Perlama
Hak Masyarakal

Pasal50

Dalam kegialan penalaan ruang wilayah masyarakal berhak:

. a. berperan serla dalam proses perencanaan lala ruang, pemanfaalan ruang,dan pengendalian
pemanfaalan ruang;

b. mengelahui secara lerbuka Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen Musi Banyuasin, Rencana
Rinci Tala Ruang Kecamalan, Rencana Teknik Ruang Kola, Rencana Tala Lelak Bangunan;

c. menikmali manfaal ruang dan/alau perlambahan nilairuang sebagaiakibal dari penalaan ruang;
d. memperoleh pengganlian yang layak alas kondisi yang dialaminya sebagai akibal pelaksanaan

kegialan pembangunan yang sesuai dengan rencana lala ruang.

Pasal 51 .
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Pasal51

(1) Unluk mengelahui Rencana Tala Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 huruf b
masyarakal dapal mengelahui dan LembaranDaerah,melalui pengumumanalau penyebarluasan
oleh Pemerinlah Daerah pada lempal-lempal yang memungkinkan masyarakal mengelahui
denganmudah.

(2) Pengumuman alau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini dikelahui
masyarakal dari penempelanfpemasangan pela Rencana Tala Ruang yang bersangkulan pada
lempal-lempal umum, kanlor kelurahan dan kanlor-kanlor yang secara fungsional menangani
rencana lala ruang lersebut.

Pasal52

(1) Dalam menikmati manfaal ruang danfalau pertambahan nilai ruang sebagai akibal penalaan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan
kelenluan peraluran perundang-undanganalau kaidah yang berlaku.

(2) Unluk menikmali dan memanfaalkan ruang beserta sumber daya alam yang lerkandung di
dalamnya, menikmali manfaal ruang sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang dapal berupa
manfaalekonomi, sosial, dan ,Iingkungandilaksanakan alas dasar pemilikan, penguasaan, alau
pemberian hak lertenlu berdasarkan kelenluan peraluran perundang-undanganyang berlaku.

Pasal53

(1) Hak memperoleh pengganlian yang layak alas kerugian lerhadap perubahan slalus tanah dan
ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakal sebagai akibal pelaksanaan Rencana Tala
Ruang Wilayah dan semua rencana lala ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah,
diselenggarakan dengan cara musyawarah anlara pihak yang berkepenlingan dengan lelap
memeganghak masyarakat.

(2) Dalam hal lidak lercapai kesepakalan mengenai pengganlian yang layak sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraluran perundangan yang
berlaku.

BagianKedua
KewajibanMasyarakal

Pasal54

Dalam kegialan penalaan ruang wilayah, masyarakal wajib:

a. berperanserta dalam memeliharakualilas ruang;'
b. berlaku lertib dalam keikulsertaannyadalam proses perencanaanlala ruang, pemanfaalan ruang,

dan pengendalianpemanfaalan ruang sesuai peraluran perundangan-undangclnyang berlaku;
c. menaali rencana lala ruang yang telah dilelapkan.

Pasal55

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakal dalam penalaan ruang dilaksanakan dengan memaluhi dan
menerapkan krileria, kaidah, baku mulu, dan aluran-aluran penalaan ruang yang dilelapkan
denganperaluran perundang-undangan.

(2) Peraluran .
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(2) Peraluran dan kaidah pemanfaalan ruang yang dipraklekkan masyarakal secara lurun lemurun

dapal dilerapkan sepanjang memperhalikan faklor-faklor daya dukung dan daya lampung
Iingkungan hidup, eslelika Iingkungan, lokasi, dan slruklur pemanfaalan ruang serla dapal
menjamin pemanfaalan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Keliga
Peran Serla Masyarakal

Pasal56

(1) Peran Serla Masyarakal dalam proses perencanaan lala ruang wilayah melipuli:

a. pemberian masukan dalam penenluan arah pengembangan wilayah;
b. pengidenlifikasian berbagai polensi dan masalah pembangunan, lermasuk banluan unluk

mempe~elas hakalasruang di wilayah dan lermasuk pula pelaksanaan lalaruang kawasan;
c. banluan unluk merumuskan perencanaan lala ruang wilayah propinsi;
d. pemberian informasi, saran, perlimbangan alau pendapal dalam penyusunan slralegi dan

slruklur pemanfaalan ruang wilayah propinsi;
e. pengajuan keberalan lerhadap rancangan Rencana Tala Ruang Wilayah Propinsi;
f. ke~asamadalam penelilian dan pengembangan dan alau banluan lenaga ahli.

(2) Peran serla masyarakal dalam pemanfaalan ruang melipuli:

a. pemanfaalan ruang daralan, ruang laulan, dan ruang udara berdasarkan peraluran
perundang-undangan,agama, adal, alau kebiasaan yang bertaku;

b. banluan pemikiran dan perlimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaalan ruang
wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari salu wilayah Kolamadya;

c. penyelenggaraan kegialan pembangunan berdasarkan Rencana Tala Ruang Wilayah
Kabupalen Musi Banyuasin dan rencana lala ruang kawasan yang melipuli lebih dari salu
wilayah Kabupalen;

d. perubahan alau konversi pemanfaalan ruang sesuai dengan Rencana Tala Ruang Wilayah
Kabupalen yang lelah dilelapkan;

e. banluan leknik dan pengelolaan dalam pemanfaalan ruang dan/alau;
f. kegialan menjaga, memelihara, dan meningkalkan keleslarian fungsi Iingkungan hidup.

(3) Peran serla masyarakal dalam pengendalian pemanfaalan ruang melipuli:

a. pengawasan lerhadap pemanfaalan ruang skala Propinsi, wilayah Kolamadya, Kecamalan,
dan kawasan. lermasuk pemberian informasi alau laporan pelaksanaan pemanfaalan ruang
kawasandimaksud dan/alau sumberdaya lanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya;

b. banluan pemikiran alau perlimbangan berkenaan dengan penerliban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempal
Tala Cara Peran Serla Masyarakal Dalam Penalaan Ruang

Pasal5?

(1) Tala cara peran serla masyarakal dalam proses perencanaan lala ruang dilaksanakan dengan
pemberian saran, perlimbangan, pendapal, langgapan, keberalan, masukan lerhadap informasi
lenlang arah pengembangan, polensi dan masalah yang dilakukan secara Iisan alau lerlulis pada
Kepala Daerah.

(2). Tala Cara... .
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(2) Tala cara peran serta masyarakal dalam pemanfaalan ruang dilakukan sesuai dengan peraluran

perundang-undangan yang berlaku yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Daerah.

(3) Tala cara peran serta masyarakal dalam pengendalian pemanfaalan ruang disampaikan secara
Iisan alau lertulis kepada Kepala Daerah dan pejabal yang berwenang.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakal

Pasal58

(1) Pemerinlah menyediakan informasi penalaan ruang dan rencana lala ruang secara mudah dan
cepal melalui media celak, mediaeleklronik alau forum pertemuan.

(2) Masyarakal dapal memprakarsai upaya peningkalan lala laksana hak dan kewajiban masyarakal
dalam penalaan ruang melalui kegialan diskusi, bimbingan,pendidikan alau pelalihan unluk
lercapainya lujuan penalaan ruang.

(3) Unluk lerlaksananya upaya peningkalan lala laksana 'hak dan 'kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam ayal (2), Pemerinlah menyelenggarakan pemberdayaan unluk menumbuhkan serta
mengembangkan kesadaran, memberdayakan dan meningkalkan langgung jawab masyarakal
dalam penalaan ruang.

(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayal (3) dilakukan oleh inslansi yang berwenang
dengan cara:

a. Memberikan dan menyelenggarakan diskusi dan lukar pendapat, dorongan, pengayoman,
pelayanan, banluan leknik, banluan hukum, pendidikan, dan alau pelalihan;

b. Menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penalaan ruang kepada masyarakal
secara lerbuka;

C. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana lala ruang kepada masyarakal;
d. Menghormali hak yang dimiliki masyarakal;
e. Memberikan pengganlian yang layak kepada masyarakal alas kondisi yang dialaminya

sebagai akibal pelaksanaan kegialan pembangunan yang sesuai dengan rencana lala ruang;
f. Melindungi hak masyarakal unluk berperan serta dalam proses perencanaan lala ruang,

menikmali manfaal ruang yang berkualilas dan pertambahan nilai ruang akibal rencana lala
ruang yang dilelapkan serta dalam menaali rencana lala ruang.

g. Memperhalikan dan menindaklanjuli saran, usul, alau keberalan dari masyarakal dalam
rangka peningkalan mulu pelayanan ruang.

BABVII
SANKSI

Pasal59

Pelanggaran lerhadap kelenluan-kelenluan dalam Peraluran Daerah ini dapal dikenakan sanksi
berupa:

1. sanksi adminislrasi;
2. sanksi perdala;
3. sanksi pidana.

BABVIII ..•...••••.••.••
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BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal60

(1) Pelanggaran lerhadap Peraluran Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-Iamanya 6
(enam) bulan alau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima jula rupiah) dengan alau
lidak merampas barang lertenlu unluk Daerah, kecuali jika dilenlukan lain dalam peraluran
perundang-undangan.

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini, lerhadap pelanggaran dimaksud
dapal dikenakan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya alau sebagian.

(3) Bupali menelapkan pelaksanaan dan besamya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayal (2) pasalini.

BABIX
PENYIDIKAN

Pasal61

(1) Pejabal Pegawai Negeri Sipil lertenlu di Lingkungan Pemerinlah Kabupalen diberi wewenang
khusus sebagai penyidik unluk melakukan penyidikan lerhadap pelanggaran Peraluran Daerah ini

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan menelili kelerangan alau laporan berkenaan dengan
pelanggaran pidana dalam Peraluran Daerah ini, agar kelerangan alau laporan lersebul
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menelili, mencari dan mengumpulkankelerangan mengenai Orang Pribadi alau Badan
lenlang kebenaran perbualan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;

c. meminla kelerangan dan bahan bukli dari Orang Pribadi alau Badan sehubungan dengan
pelanggaran;

d. memeriksa buku-buku,calalan-calalan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
adanya lindakan pelanggaran;

e. melakukan penggeledahan unluk mendapalkan bahan bukli pembukuan, pencalalan dan
dokumen lain, serta melakukan penyilaan lerhadap bahan bukli lersebul;

f. meminla banluan lenaga ahli dalam rangka pelaksanaan lugas penyidikan lerhadap
pelanggaran;

g. menyuruh berhenli alau melarang seseorang meninggalkan ruangan alau lempal pada saal
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idenlilas orang lain dan alau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memolrel seseorang yang berkailan dengan lindak pidana.
i. memanggil seseorang unluk didengar kelerangannya dan diperiksa sebagai lersangka alau

saksi;
j. menghenlikan penyidikan;
k. melakukan lindakan lain yang perlu unluk kelancaran penyidikan Iindak pidana menurul

hukum yang dapal dipertanggung jawabkan.

BAB X••••••.•.•••••••.•

I
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BABX

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal62

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian berskala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal63

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Pembangunan Daerah untuk
penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal64

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi:

a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan pada skala 1 : 5.000, Rencana
Teknik Ruang Kota pada skala 1 :1.000;

b. penyusunan ketentuan permintakatan;
c. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
d. mewujudkan kelerpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah

Kecamatan serta keserasian antar sektor;
e. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat;

Pasal65

(1) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan perselujuan Dewan.

(2) Rencana Teknik Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal66

(1) Ketentuan permintakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf b memuat kriteria teknis
yang digunakan sebagai pedoman dalam penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah baik tingkat
Kabupaten maupun Kecamatan ke dalam rencana yang lebih rinci;

(2) Ketentuan permintakatan akan diatur dalam suatu Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal67

Ketentuan mengenai penataan ruang udara, dan ruang bawah tanah akan diatur lebih lanjut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal68

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat
dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

BAB XL .
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BABXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal69

Pada saal mula; berlakunya Peraluran Daerah ini, maka semua Rencana Tata Ruang Wilayah dan
kelenluan yang berkailan dengan penalaan ruang di daerah lelap berlaku sepanjang lidak
bertenlangan dengan Peraluran Daerah ini.

Pasal70

Hal-hal yang belum dialur dalam Peraluran Daerah ini sepanjang menyangkul leknis pelaksanaanya
dilelapkan oleh Bupali.

BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal71

Dengan berlakunya peraluran daerah ini, maka Peraluran Daerah Kabupalen Daerah TK. 1\ Musi
Banyuasin Nomor 10 Tahun 1994 lenlang Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupalen Dali 1\ Musi
Banyuasin dinyalakan lidak berlaku.

Pasal72

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar seliap orang mengelahuinya memennlahkan pengundangan Peraluran Daerah ini
dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupalen Musi Banyuasin.

Dilelapkan di Sekayu
pada langgal 3 I MIt..Ju$ 2004

BUPATI MUSI BANYUASIN

tffHk,
~

Diundangkan di Sekayu •
pada langgal .:l.. ~ 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASI

H. HARUN ALRRASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2004 NOMOR: b
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